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*“penetapan Ketuhanan Yang Maha'Esa, kemanusiaan yang adil danber=:
adab, ‘persatuan Indoriesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak=:
sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh’
rakyat Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara RI ber-
arti-bahwa kelima sila-itu. meniadi sumber tertib negara dan tertib hukumnya,
sehingga menjadi landasan dan jiwa kegiatan negara di segala bidang maupun
pembangunan nasionalnya. ! Negara semacam itu dengan tepat disebut Negara.
Pancasila: Dalam tuhsan ini disajikan suaiu tinjauan filsafat mengenai cita-
citanya.:- : : :

PANCASILA SUMBER TERTIB NEGARA

Penetapan Pancas;la sebagas dasar negara pertama-tama berarti bahwa
Pancasﬂa menjadi sumber tertib negara sehmgga NEgara yang dlbangun atas—
nya adaiah Negara Pancasila, yang secara singkat dapat dilukiskan sebagax
berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, d}pertahankan
dan dlkembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangg i
martabat ‘dan hak hak asasi senitia warganya (kemanusman yang adll dan

beraéab) ‘dan memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahlr
batin selurtth rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (keadllan sosaal),

Ypada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, Pejabat Presiden Soeharto
menegaskan: " Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itu pun-od
merupakan sumber tertib negara dan tertib hukwm serta harus menjadi pedoman dan dilaksana-
kan Pemenmah Maupun aparatur ¢ dan olch setiap pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta
tugasnya.”’

2Lihat Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Mo. II/MPR/1978 tcmdng Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4},
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agar masing-masing dapat hidup lavak sebagai manusia dan mewugudkan
kesejahieraan lahir batinnya sebaik mungkin.! Jacix tujuan negara adalah
m nusm dan kesegahteraannya : :

Untuk mewu}udkan tmuan tujuan i, i\iegara Pancasila dibentuk sebagai
suatu persatuan yang meliputi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa In-
donesia, schingga negara RI bukan saja suatu kesatuan politik melainkan juga
siatu f Kesatuian nasional (persatuan indones;a) Persatuan Indonesia ini
mencermmkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika,

bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi persatuan
atau nasionalisme itu dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnva ke-
- manusiaan yang adil dan beradab yang menempatkan semua orang sebagai
manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia vang
senasib sepenanggungan. Oleh sebab itu Negara Pancasila wajib menjalin
hubungan baik dengan negara-negara lain dan bekerja sama atas dasar per-
samaan  dan. saling menghormati, tidak hanya bagi kepentingan mereka
masing-masing, melainkan juga demi terciptanya dunia baru vang lebih baik.
berdasarkan “’kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiai.””>

Sebaga1 negara nasional, Negara Pancasila adalah suatu negara demokrasa
(kerakyatan) Negara nasional bukaniah'hanya pemerintah dan aparaturnya;
melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu fie-
gara bukanlah semata-mata’ urusan seofang atau sejumlah kecil orang; me”
lainkan urusan seluruh bangsa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi
rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatannya, melainkan lewat
MPR pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatn kerakyatan
perwakilan. Rakyat diwakili oleh orang-orang vang dipilihnya. Selain ifu'ia
adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bukan
mayomas yang menentukan, tetapt hikmat l\ebuaksanaan atau Reputusan
akal sehat, vang dihasitkan dalam. permusyawaratan wakil-wakil rakyat se-
bagal mufakat. Hanva sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan Suara,
Pemermtah yang dlbenwk oleh Presiden vang dipilih oleh MPR menjalankan
tngasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan udp,
Keietapan -ketetapan MPR, khususnya Ketetapan tentang GBHN dan seluruh
perundang-undangan lainnya, yang merupakan perumusan dan ungkapan

Lihat Pembukaan UUD 1948 dan keteniuan pasal 27 aya: 2 "Tiap-tiap Warga Negara
berhak aias pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

) 2L1hat UUD 1945 pasal I ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 2, pasal 32 dan pasal 36.
Liat juga *Wawasan Nusantara'® dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN,

3Pembu!<aan UUD 1945,
4Lzhat F. Isjwara, Pengantar Imu Politik {Bandung, 1963), hal. 1.
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kemauan rakyat, dan dalam men;alankan mgasnya itu diawasi oleh wakﬂ-_
wakxi rakyat s

.\.Daiam'hubungan ini perlu dicatat bahwa demokrasi Pancasila terjalin grat.
dengan sila-sila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan’
keadilan gosial. ‘Oleh sebab itu Negara Pancasila harus menjunjung tmgg;_
martabat dan hak-hak asasi manusia, bukan saja orang-orang atau golongan
tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekudsaan harus digunaka
tuk mewu;udkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh gz
sesuai dengan tuntutan keadilan sosial.? Demokrasi semacam itu menga
}amman-}amman bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya
karena 'apabﬂa rakyat ikut serta dalam urusan negara lewat apa yang di
”pa 151;3351 sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial,”” maka kep
tmgan kepentmgannya akan diperhatikan sewajarnya schingga kesejahteraan
umum tenamm

"Déng’an"'demikian Negara Pancasila di satu pihak menjunjung tinggi mar-
tabat mulia dan hak-hak asasi manusia dan di lain pihak memperjuangkan
persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial. la menempuh jalan
tengah antara paham individualisme yang terlalt menonjolkan individu dan
hak-haknya dan paham kolektivisme yang secara berlebihan menckankan
kolektw;tas atau masyarakat sehmgga seolah oiah menelan mdmdu N' ;

yan ték terpmdahkan tetapl juga makhluk sosial sampai pada akar-akamya‘
yang hanya dalam masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia da
wujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Hal ini dikukuhkan oleh MPR dalam
ketetapannya No. II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengai
malan Pancasila yang menegaskan: ”Dengan keyakinan akan kebenar'
Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabat-
nya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk
mengemban . kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekalipus sebaga1
makhiuk sosial.” Qleh sebab itu dalam ketetapan itu juga ditegaskan bah___=

"Mengenai penuangan sila kerakyatan dalam UUD 1945 antara lain lihat pasal 1 ayat 2, pasal 2
ayat I, 2 dan 3, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 18, pasal 19 ayat | dan 2, pasal 20 ayat 1' dan 2,
pasal 21, pasal 22 dan pasal 30 ayat 1. o

Y that UUD 1945 pasal 33. Sesuai dengan itu Pejabat Presiden Socharto menegaskan pada
Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967; *Sila keadilan sosial menghendaki
adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan
merata yang dinamis dan meningkat., Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi
Bangsa, diclah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing- masmg, untuk kemudlan
dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.”
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’penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan.dap
kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya, agar
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga rmasya-
rakat,’}..dan. bahwa -orang "tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-
usaha yang-bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal
vang. bersifat. pemborosan: dan hidup bergaya mewah serta perbuatam
pf:_rbuaian Jain yang bertentangan .dengan atau nerugikan }xepentmgan
Wnn 27 . ¥ L . L .

i '"khlrny_ sesuax dengan Ketuhauan Yang Maha Esa, Megara Pancasxla
tidak h'azwa' ”men;amm kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeiuk
agamgnya masmg~ma5mg dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper-
cayaannya itu,’ meiamkan Juga mendorong tumbuhnya hidup keagamaan
vang. sehat .anfara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya, dan
membina to]eran51 s1kap saling menghormati dan kerukunan antar umai
beragama Lagi pula pemerintahnyz menjalankan tugasnya memajukan kese-

jahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuban Yang Maha Esa.

PANCASILA SUMBER TERTIB 'HUKUM N

Sebagal dasar negara Pancasﬂa adalah juga Sumber terrmgg: tertiby hukum
yang harus mengatur kehldupan negara dan masyarakat dan dalam rangka
it harus diluaﬂgkan dalamf perundang- -undangan, termasuk UUD, peraturan
perundanga '_tt_artmggl Secara dem;klan Pancasxla Juga men_zach pedoman
umuk menafs;rkan UUD manjadl pedoman pelaksanaannya dalam undang—
unda g, kebgaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah. Undang~undang
Eldak hanya ildai\ bofeh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mung—
km harus Juga seiaras dengan Pancasﬂa dan dijiwai olehnya, sehingga menjadi
peiaksanaannya (pelaksanaan obyeknf) baxk sebagai penerapan, penjabaran
dan kes;mpulannya maupun sebaga1 Jamman jaminan pengamalannys.

“Sésuai dengan itn, Pancasila dlcantumkan dalam Pembukaan UUD 1945
sebagax cnanc;ta hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar
negara R1 dan dztuangkan dalam pasai pasal Batang Tubuhnya. UUD 1945

UUD 1945 pasal 29 ayat 2,

ZLxhat ”Slia Ketuhanan Yang Maha Esa” da!am Ketetapan MPR Na. II/MPR/1978 tentang
P»4.

3L1hat Memorandum DPR-GR 9 Jum 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan
Ketezapan No. XX/MPRS/1966. Penuangan Pancasila dalam, perundang-undangan biasanya
disebut pelaksanasn Pancasila secara obyektif sebagal lawan pelaksanasn subyektifnya, vaitu
pengamalannya oleh masing- masing warga negara. Lihat buku Pengertian Dasar bagi Pedoman
Implementasi Pancasile uniuk ABEF {Departemen Hankam, 1972), hal, 78-82.. .
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adalali-bentuk peraturan perundangan tertinggl vang pada gilirannya menjadi .
dasar: dan’‘sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian
ufidangsundang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan'_ _

Panicasila

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga berarti bahwa dalam
Negara R1 hukum tidaklah lepas dari moral, melainkan terikat padanya.
dengan’. erat. . Moral Pancasila merupakan sumber hukum dan. norma- . -
" normanya menjadi asas-asas pokok yang harus membimbing para pembuat

un ang.u_up:dang-'dalam membuat peraturan-peraturan. perundangan. Mé{r |
Paneasila adalah ukuran undang-undang. Akan tetapi-hal itu tidaklah berarti
‘bahwa, sctiap norma moral harus dijadikan undang-undang karena hukum;
negara:mempunyai batas-batasnya, vaitu persetujuan rakyat dan ke_mﬂ;ig;.'

kinan pelaksanaan dan penegakannya. Lagi pula soal-soal batin adalah di Iuar,
kompetensi -negara dan hukumnya. Hanya norma-norma moral yang
mengatur tingkah laku atau hubungan-hubungan lahiriah dapai dijadikap:
updang-undang. 11 L@\ - -

PANCASILA JIWA KEHIDUPAN NEGARA

.- Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang kehidupan.
negara, Pancasila harus menjiwai. bidang-bidang politik, ckonomi, sosial
budaya dan keamanan pertahanan. Nilai-nilai vang terkandung di dalamnya
harus difaksanakan dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud
pq_}@gik_}?_ancasiia, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila, perburuhan Pan-
casila dan seterusnya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau

realisasi suatu masyarakat manusiawi, suatu masyarakat yang memungkinkan
setiap. warganya hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan diri dar
mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik-baiknya.

_Kelima sila Pancasila harus menjiwai seluruh kehidupan negara, tetapi
secara istimewa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini pertama-tama
berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesual
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi, yang
sama derajatnya, yang sama hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasinya.
Sebagai makhluzk yang berakal budi, setiap orang adalah pribadi yang mandiri
tetapi juga sosial sampai akar-akarnya. Sebagai pribadi, setiap orang mem-
punvai kewajiban asasi untuk memelihara hidupnya, mengembangkan dirinya
dan mewujudkzn kesejahteraan lahir batinnya sebailt mungkin, sehingga ter-
capai tujuan eksistensinya, Dalam rangka itu manusia dikaruniai hak-hak
asasi vang tidak boleh dipindahkan atau diperkosa. Hak-hak ini semakin
diakui di mana-mana sejalan dengan kemajuan umat manusia. Dalam Dekla-
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rasi Hak-hak Asasi Manusia:PBB, hak-hak itu dirumuskan cukup lengkap dan
dinyatakan: sebagai cita-cita hukum -yang hendaknya dituangkan. dalam
perundang-undangan- dan . dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Megara..dan
hukumnya menurut filsafat yang juga mendasari Pancasila pertama-tama
dimaksud uniuk menjamin agar setiap warganya dapat menikmati hak-hak
itu secara-aman dan tertib.l - v N o

* “Sesuai dengan rumusanniya, sila kemanusiaan yang adil'dan beradab me-
nuntut” keadilan, yaitu'sila yang ‘mewajibkan ‘manusia maupun masyarikat
dan’ negara ‘Untuk ‘memberi ‘masing-masing apa 'vang menjadi haknya: ke-
adilan mewajibkan kita uniuk menghormati hak-hak itu:2 Dalam rangka itu
diperlikan undang'uridang yang merumuskén dan menetapkannya, lagi ‘pula
mengaturnya agar p:elaksanaan_ hak-hak orang yang satu'tidak melanggar hak-
hak' orang’yang lain. Manusia tidak hanya berhak untuk menuntiit ‘hak-
haknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamariya.
Salah“satu tugas negara jalah menjamin’ dgar hak-hak semua dan’‘Setiap
warganya dihormati. ”’Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasar-kabe-
basannya setiap orang hanya harus tunduk pada pembatasan-pembatasan
yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata uniuk
menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan ke
bebasan—kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat kesusilaan,
tata tertib umum sertd keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokra-
tis;” ‘demikian ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak<hak

' Selanjutnya keadilap harus diambil dalam arti yang menyeluruh dan juga
mencakup keadilan sosial karena maksud keadilan bukanlah semata-mata
menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam ma-
syarakat dan negara, tetapi hak-hak semua ‘orang. Dalam rangka itu negara
tidak hanya wajib merumuskan sejelas dan selengkap mungkin hak-hak itu,
tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara
aman (kepastian hukum). *"Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina
dan mendorong, dalam ‘dan lewat kerja sama, perkembangan selengkap
mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah

keadilan atau *pengaturan tepat’ masyarakat semacam itu, dan oleh sebab itu

dapat disebut keadilan sosial.””

“ALinat Pembukaan UUD 1945 dan “'Sila Kemanusiaan vang Adil dan Beradab,” dalam
Ketetapan MPE No. I_E/MPR/ 1978 tentang P-4.

- “Mengenai keadilan lebih lenjut lihat karangan kami ”Arti dan Isi Keadilan Sosial,” dalam
Analisa, Agustus 1980, -

*Brnest Barker, Principles of Social and Political Theory (Oxford, 1967), hal. 123.
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" 7vQélain < ity kemanusiaan: Pancasila adalah kemanusiaan yang bemd’ab
artmya ‘kémanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap
'sua1 dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dxlarang mem~

(degradating),” demikidn bunyi pasal 5 Deklarasi PBB tersebut.”

- Sebagai ‘dasar negara, Pancasila selanjutnya membantu kita menetapkan
sikapiterhadap segala macam masalah kenegaraan, baik dalam mavpuniuar
negeris 2’ Dengan dasar falsafah Megara itu kita dapat menentukan pendirian
kitaterhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi, baik masalah-
masalah-dalam negeri maupun masalah-masalah lnar negeri,” demikian Pel
jabat;Presiden Soeharto menegaskan dalam pidatonya pada Peringatan :H&ai'i
Eahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. Lagi pula Pancasila memberikan
bimbingan kepada segala gerak kegiatan negara dan menjadi pedoman bagi
pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam pelaksanaan tugasnya.

PANCASILA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagax dasar negara, Pancasila juga menjadi dasar atau. landasan pem~
bangunan nasional di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti, bahwa
manusia harus diberi tempat.yang sentral dalam pembangunan, ! tidak hanya
sebagai pelaku tetapi juga sebagai tujuannya. *"Pembangunan adalah uniuk
mannsia: dan bukan manpusia untuk pembangunan,’”’ demikian ?resnien
Soeharto ‘menegaskan pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah
Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974, Pembangunan nasional adalah un-
tuk kepentingan manusia Indonesia, untuk kesejahteraan lahir batmnya

..tujuan untuk membangun, . dorongan untuk membangun dan cara- cara
bagalmana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada
cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya,” demikian
ditegaskan oleh Presiden Soehario dalam pidatonya pada Peringatan Dies
Natalis ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974, '

" Dari prinsip itu aniara lain disimpulkan bahwa pembangunan né$ion§§l
harus memberikan prioritas tinggi kepada perluasan kesempatan kerja, agar

‘Dalam Ketetapan MPR No. [I/MPR/1983 tentang GBHN antara lain ditegaskan: : ""Pem-
bangunan nasional dilaksanakan di datam rangka pembanguann manusiza Indonesia seutuhnya
dan nembancunan seluruh masvarakat Indonesia.? =
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se_tiap OTang . yang mampt dan mau dapat bekerja secara pmduktif sebanyak

_anya mampunyal mEal ckonomi melainkan juga mlax kemanusxaan yang
1 ‘Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai peker— '
jaan tetap sekalipun kebutuhan. materialnya sehari-hari dicukupi.

«s8ehubungan dengan itu Presiden'Socharto menandaskan: ’Bahwa~ pe-
nmgkaian pproduksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabit
manasiay bukan sebaliknya, manusia hanya akan menjadi alat produksi-dan
merpsotnyasmartabat manusia. Apabila ini terjadi, maka betapapun menings
kdt danibesarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan
tidak smencapai tujuan dan cita-citanya. "2 Dengan perkataan lain, tujuan
pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap warga negara hidup layak
sebagai.manusia dan mencapai kesejahteraan lahir batznnya sebaik mungkm

Sesuai dengan keadilan sosial, maka tujuan pembangunan naszonai adaiah
selyruh rakyat, bukan orang-orang atau golongan-golongan tertentu. »’Sila
keadilan sosial -menghendaki adanva kémakmuran yang merata di aniara
seluruh rakyai; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan
meningkat,”” Pe}abat Presiden Socharto menegaskan pada Peringatan Hari
Lah:rnya Pancasila di jakarta, 1 Juni 1967. »’Karena itu dalam usaha ‘me-
majukan ‘ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakKan
dasar bagi-keadilan sosial; adil dalam memikul beban pembangunan dan adij
dalam memkmatl hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan ‘dua segL
Penmrm pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan
yang kedua, pembangunan harus merata ke selurah pelosok tanah air. Dalam
arii ini telah terkandung keharusan pembangunan sampai ke desa-desa,”
dpmlk;an plciato Premden Soeharto pada Sldang Umum MPR, 13 Maret 1973._

Dengan demikian pemtbangunan nasmna kita harus berupa pembangunan
kembali masyarakat kita menjadi masyarakar manusiawi {humane society);
yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia. Ifulah
masyarakai Pamas:!a yang oleh Presaden Soeharto dirumuskan sebagai
benkut

’Lihal Kc;mapan MPR Ne. H/MPR/1983 entang GBHN, Bab 111 B.7.

: 2?1(53!{3 pada Pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburchan berdasarkan ?anuasxla ds
Jakarta, 4 Descmber 1974, :




rkorban untui\ kepentingan rakvat. Penghayatannya harus dimulai dari: pr‘
di dengan _;alan selalu mengendahkan kepentmgan-kepeaimgan pr;badmya untuk

~ Dengan sendirinya Pancasila adalah juga dasar pengembangan kebu
yaan nasional karena pembangunan nasional adalah menyeluruh dan meiipufi.
segala bxdang kehidupan masyarakat dan negara seperti ditezaskan oleh MPR
dai m ket tapannya No. II/MPR/ 1983 teniang GBHN:

”Pembangunan nasional. dilaksanakan di dalam rangka pembangunan marnusia Indones:a :
U ya__dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesta

; al ini: berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah: seperti
;pangan,-sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah.seperti
pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkaa pendapat yang bertanggung jawab, ra
adl]an dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan kessimbangan antara ke
nya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanab air; bahwa bukan hanya untuk

¥ sudinigolongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus g

- benar-benas dirasakan oleh seluruh- rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang: berke»

w4 adilan: sosml yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

o Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubumgan antara manusia dengan- Tuhdnnya,

“Lintara isesama manusia serta lingkungan. alam sekitarnya, keserasian hubungan:antara
bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara citg-cita hidup di dunia dan mengeiar kebaha-
giaan di.akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakal vang serba selaras adalah -
juan akhir pembangunan nasional; secara rmgkas disebut masyarakat maju ad1[ dan
makmur berdasarkan Pancasila.”*

Pertama,..itu berarti bahwa Pancasila meniadi pedoman evaluasi dan
se!eksz atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan vang digunakan untuk
menyusun dan menyempurnakan kebudayaan nasional kita yang sedang ber-
kembang. Unsur-unsur yang bertentangan dengan kelima sila itu harus, kita
buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras: kita
pelihara dan kita kembangkan.? Hal itu tidak hanya berlaku dengan kebu~

2Pldaio pada Peringatan Dies Matalis ke-25 Universitas Indonesia di fakarta, 15 Pei}ruam
1975 : :

“Lihat Ketetapan MPR No. [I/MPR/1978 temang GBHN Bab 1V mengenai Pengembaﬂnan
Kebudayaan. . :




-kemanusman bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambil al!hnya seiama
unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.! ‘Kita:me-
merlukan -nilai-nilai positif #tn untuk pembaharuan dalam proses: pemba-
» nasional. *’Pembaruan tidak lain adalzh usaha dari bangsa sendiri
umuac secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, ¢ ngan
' membnang vang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyé aian
dengan tuniutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern ... Pe-
nyerapan unsur dari luar dan penerapan hukum-hukum ekonomi yang ra-
sional misalnya tidak harus menghilangkan warna dasar daripada kepribadian
sendiri,”” demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Permgatan Uiang
Tahun ke 25 Umversﬂas Gajah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua Pancasila menjadi pea‘oman pengarahan den pengembangan k_e—
budayaan kita agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan
peranan yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh
kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan maupun seluruh pembangunan
nasional kita.? Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukan-

lali"semataimata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping
bldangnbxdang lamnya seperti pohnk dan ekonomi, melainkan seluruh kehi-
dupan kita sebagai bangsa vang mencakup bidang-bidang itu. Dengan deml-
kian kebudayaan harus menjadi strategos atau panglima kehidupan dan per-
bangunan nasional kita.3 Agar berhasil, pembangunan nasional harus diberi
dimenst budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila
secara murni dan konsekuen dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkrit itu
berarti:-menyusun dan melaksanakan politik Pancasila, ekonomi Pancasila,
sistem sosial Pancasila dan scterusnya, yang sebagai keseluruhan dapat di-
sebut masyarakat Pancasila, yang pada hakikatnya adalah masyarakat
manuSIam sasaran akhir pembangunan nasional.

“"Semuanya itu kita lakukan dengan tujuan lebih lanjut memungkinkan se-
tiap' warga masyarakat kita hidup layak sebagai manusia, mengembangkan
segala’ kemampuannya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap
mungkm Seperti kita lihat di atas, Pancasila menempatkan manusia sebagai
pelaku cian tujuan negara dan pembangunan nasional kita.

- 'Lihat Penjelasan pasal 32 UUD 1945.

2Lihat Keterapan MPR No. 11/MPR/1983 tentang GBHN Bab IV mengenai Pengembangan
Kebudayaan,

3 that C.A . Van Peursen  Straiop: Kebudaman Flalrarin |O%EY Lheciromarn dam] D37 - e




* CITA-CITA NEGARA PANCASILA

PENUTUP

ar Pancasila,” maka negara dan kebudayaan kita akan mempunyai
usﬂa Dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk
menyusun’"skebudayaan kita,® ‘Pancasila merupakan norma tertinggi. Unsur-
unsur yang melanggar atau merugikan kesusilaan atau moral rakyat harus
ditolak. Selaim itu Pancasila harus menjiwai bidang-bidang kehidupan negara
dan dengan snaksud itu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan perundangan“
yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak menghambat
atau merugikan kehidupan susila rakyat, melainkan menunjangnya.

Kedua, untuk mendapatkan makna susila itu kehidupan dan kebudayaan
nasional kita pertama-tama harus berorientasi pada manusia dengan menem-
patkannya sebaga; pribadi yang mempunyzu martabat mulia dan hak-hak yang
hams duumung tmggl Dengan perkataan Iain, negara ‘dan kebudayaan na-

_' Kenga: dengan maksud itu pembangunan nasional kita harus berarti pem—
bangunan kembaii masyarakat kita menjadi masyarakat manusiawi dengan
mela%csanakan Pancasila dalam segala bidang kehidupan masyarakat ‘dan
negara Masyarakat Pancasila vang kita cita-citakan pada hakikatnya adalah
masyarakat manusiawi, suatu masyarakat ¢i mana martabat dan hak- hak
asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia’ bag;-
nya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup, yang terjangkau oleh daya
beli rakyat banvyak. Masyarakat semacam itu juga melihat bangsa-bangsa lain
sebagai sesama warga umat manusia dan-bekerja sama dengan mereka untuk
membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan *’kemerdekaan, perda~
maian abadn dan keadilan sosial.”’ -






